SALINAN

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

Mengingat : 1.

2.

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka
perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepoitisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4659);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia RI Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);



23.Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

24.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017 ( Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6 );

25.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp. 3.696.264.876,12 bertambah sejumlah Rp. 104.073.397.586,90
sehingga menjadi Rp. 3.800.338.274.463,02 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1) Semula Rp. 3.424.276.009.601,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (72.268.473.370,23)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.3.352.007.536.230,77
2. Belanja
3) Semula Rp. 3.696.264.876,12
4) Bertambah/(berkurang) Rp. 104.073.397.586,90
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.3.800.338.274.463,02

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (448.330.738.232,25)



3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 281.988.867.275,12
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 216.341.870.957,13
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 498.330.738.232,25

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 40.000.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.50.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp.448.330.738.232,25

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 1.453.213.230.863, 00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 65.646.799.793,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.518.860.030.656,00

setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.046.869.045.263,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.739.820.897,00
Jumlah Dana Perimbangan Rp. 1.056.608.866.160,00

setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 924.193.733.475,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (147.655.094.061,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp. 776.538.639.414,00

Yang Sah setelah Perubahan



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a.

Pajak Daerah

1) Semula Rp. 1.296.531.743.697,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 51.363.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Rp.1.347.894.743.697,00

setelah Perubahan

Hasil Retribusi, Daerah

1) Semula Rp. 40.376..417.845,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.712.084.180,00)
Jumlah Retribusi Daerah Rp. 43.088.502.025,00

setelah Perubahan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 55.978.161.721,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.374.079.789,23)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 52.604.081.931,00

Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 60.326.907.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.945.795.403,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp. 75.272.703.003,00

Daerah yang Sah setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan :

a.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 87.240.283.263,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.739.820.897,00
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Rp. 96.980.104.160,00
Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan

Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 920.544.722.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Rp. 920.544.722.000,00

Perubahan



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 9.015.333.475,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hibah setelah Rp. 9.015.333.475,00
Perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Rp. -

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya setelah Perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 915.178.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (147.655.094.061,00
Jumlah Dana Penyesuian dan Rp. 767.523.305.939,00

Otonomi Khusus setelah Perubahan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Bantuan Keuangan dari Rp. -

Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

Lainnya setelah Perubahan



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.796.753.921.956,90
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 72.638.918.265,77
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.869.392.840.222,67

setelah Perubahan

b. Belanja Langsung.

1) Semula Rp. 1.899.510.954.919,22

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.434.479.321,13
Jumlah Belanja Langsung setelah Rp. 1.930.945.434.240,35
Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 526.621.883.306,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (28.023.562.297,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. 554.645.445.603,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. -

2) Bertambah /(berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja Bunga setelah Rp. -
Perubahan

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. -
2) Bertambah /(berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja Subsidi setelah Rp. -

Perubahan



d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 579.125.390.975,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.075.037.693,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Rp. 577.050.353.282,00
Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 9.134.490.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.134.490.000,00

setelah Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes

1) Semula Rp. 511.457.704.735,90
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 84.602.302.054,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Rp. 596.060.006.789,00

Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes

Setelah Perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab./Kota dan Pemdes

1) Semula Rp. 147.414.452.940,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (25.000.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 122.414.452.940,00

Kepada Provinsi/Kab./Kota dan

Pemdes setelah Perubahan

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 23.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.911.908.392,23)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 10.088.091.607,77

setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 137.325.260.158,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.003.220.075,00




Jumlah Bantuan Pegawai setelah Rp. 139.328.480.233,00

Perubahan

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 1.063.344.945.512,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.259.893.318,75)
Jumlah Belanja Barang dan Rp. 1.059.085.052.193,25

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 698.840.749.249,22
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.691.152.564,88
Jumlah Bantuan Modal setelah Rp. 732.531.901.814,10
Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 281.988.867.275,12

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 216.341.870.957,13
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 498.330.738.232,25
Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 40.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 50.000.000.000,00
Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ( SiLPA)

1) Semula Rp. 281.988.867.275,12
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 216.341.870.957,13
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Rp. 498.330.738.232,25

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
Setelah Perubahan



. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. -

setelah Perubahan

. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Rp. -

Daerah yang Dipisahkan setelah

Perubahan

. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan Pinjaman Rp. -

Daerah setelah Perubahan

. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan Kembali Rp. -

Pemberian Pinjaman setelah
Perubahan

Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp. -

setelah Perubahan

. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan Kembali Rp. 2.506.301.320,00

Investasi Dana Bergulir setelah

Perubahan



h. Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan

1) Semula Rp.

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan Dari Biaya
Penyusutan Kendaraan setelah

Perubahan

Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a.

Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pembentukan Dana

Cadangan setelah Perubahan

Rp. -

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

10.000.000.000,00
40.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah setelah

Perubahan

Pembayaran Pokok Utang

Rp.50.000.000.000,00

setelah Perubahan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. -
setelah Perubahan
Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -
setelah Perubahan
. Penyelesaian Kegiatan DPA-L
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penyelesaian kegiatan DPA-L Rp. -



f. Pembiayaan Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pembiayaan Kewajiban Rp. -

Tahun Lalu yang Belum

Terselesaikan setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari :

1. Lampiranl : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran Il : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;

3. Lampiran III : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi SKPD,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut wurusan
pemerintahan  daerah, organisasi SKPD, program

dan kegiatan;

S. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan
per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran Ini;

8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah;



Pasal 6

(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk
belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ;dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.



Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 OKTOBER 2015
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